
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

HENDRA NUR WAHYUDI BIN NAWI, NIK 3524190809010001, tempat dan

tanggal lahir, Lamongan, 08 September 2001, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon;

Lawan

AMANDA PUTRI  PRATAMA HARIJANTO BINTI  HARDANTO,  tempat  dan

tanggal  lahir,  Surabaya,  01  September  2002,  agama Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,   bertempat

tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lamongan,  Nomor

774/Pdt.G/2024/PA.Lmg,  tanggal  22  April  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon  pada  tanggal  01  Maret  2023,  di  hadapan  Pejabat  Pencatat

Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan

Akta Nikah Nomor: 3524191032023001, tanggal 01 Maret 2023;  

2. Bahwa  sebelum  menikah  status  Pemohon  adalah  Perawan,  dan

status Termohon adalah Jejaka;  

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LAMONGAN selama kurang

lebih 7 bulan;  
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4. Bahwa selama menikah,  Pemohon dan Termohon (Bakda dukhul,

namun belum dikaruniai anak);  

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan  harmonis,  namun sejak  bulan  Juni  tahun  2023  Pemohon dan

Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon

cemburu secara berlebihan kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak

memiliki hubungan spesial dengan wanita lain manapun;  

6. Bahwa akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  maka sejak

bulan  Oktober  tahun  2023,  Termohon  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman  orangtua  Pemohon,  Termohon  pulang  kerumah  orang  tua

Termohon di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx, Kabupaten Lamongan, sehingga berpisah tempat tinggal selama 6

bulan;  

7. Bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

mengakibatkan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak  ada

kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan  untuk  kembali

membina rumah tangga;  

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon namun tidak berhasil;  

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;  

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini. 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Lamongan untuk  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan

mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

roj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Lamongan; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; 
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Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang

menghadap di persidangan 

 Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  permohonan  pencabutan

perkaranya ;

 Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan  pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan, maka

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Lmg dicabut;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  30  April  2024  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H.  dan Hj. Zuhrotul Hidayah,

S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Setianto,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Setianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran   Rp 30.000,00

2.Proses        Rp 100.000,00

3.Panggilan     Rp 325.000,00

4.PNBP         Rp 20.000,00

5.Penyumpahan Rp 100.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.774/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.Redaksi       Rp 10.000,00

7.Meterai        Rp 10.000,00

  Jumlah        Rp 595.000,00
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